
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 69 TAHUN 2OL6

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal L4 ayat (1)

peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telaf, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2072 tentang

PengadaanBarang/JasaPemerintahdiwajibkan
meripunyai Unit iayanan Pengadaan yang 

- 
dapat

memlerikan Pelayanan/Pembinaan di bidang
pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2OL4 Tentang
pembentut<an unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sJhingga Peraturan Bupati Katingan
Nomor 1 tahun 2Ol4 Tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Katingan perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Pembentukan unit
LayananPengadaan_Barang/JasaPemerintahDi
Lingkungan KabuPaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Umanaau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang d*"r, kabupaten Murung Raye" dan

Kabuf,aten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

2.



Indonesia Tahun 2OO4 Nomor !26' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

3. Undang-Undang Nomor -11 Tahun 2008 tentang

Informlsi d; T?ansaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Inionesia Tahun 2008 Nomor 58' Tambahan

Lembaran N"g"tu. Republik Indonesia Tahun 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan I:r.for*""i Publik (Lembaran Negara

Republik Inionesia Tahun 2OO8 Nomor 61' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a8a6);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
pembeitukan peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, timUatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan 
"Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaim*rr* ieun diubah beberapa kali terakhir,

dengin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Keiua Ata; Undang-Undang Nomor 23

Tahun2o|4tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
DaerahKabupatenKota(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan

I,embaranNegaraRepubliklndonesiaTalrunaT3T);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2oL2 tentang

Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2aL2

Nomor 1gg, tlmuarran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a8);

g.PeraturanPresidenNomor4Tahun2015tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

70 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah(LembaranN"g*"Republiklndonesia
Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun2ol|tentangPembentukanPeraturan
Perundang-Undangan [l't*U*t"n Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor l99l;



11.

L2.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10

Tahun 2015 tentang R"gg"ttn Pendapatan dan

ill""j" Daerah Kabupaten fatingan T-ahun Anggaran

zoiOlrc*U.t"rr paeiah Kabupaten Katingan Tahun

2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 27);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'

""u"gri*ana 
t-eurr airitarr dengan Peraturan Menteri

O"f"ii Negeri Nomor 59 Tahun 2OOT tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo-r .99 Tahun

2Ot4 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan {aranglJasa Pemerintah di Linglmngan

Peclerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2Ot2

tentang Unit LaYanan Pengadaan;

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan- Pengadaan

BaranglJasa bemerintah Nomor 14 Tahun 2OL2

tentang Unit LaYanan Pengadaan;

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan ?engadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015

tentangPerubahanKeduaAtasPerahrranKepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan- Barang/Jasa
Pemerintah fVorior 5 Tahun 2OL2 tentang Unit

Layanan Pengadaan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANG
PEMBENTUKANUNITLAYANANPENGADAAN
BARANG/JASAPEMERINTAHDILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintah"r, O^"t"tt aahafi' penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan npno menurut asas otonomi dan tugas

pembantu.* d"G; p.il:ip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip

Negara fesatuan"Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

UriArrt*-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. pemerintan o#ran adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. buPati adalah BuPati Katingan;
4. Sekretaris Daerah'adalah setcretaris Daerah Kabupaten Katingan;



5. SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPD
adalah unsur p-"*fr""t, Kepala Daerah dalam penyelglggaraan

pemerintah a".iuft vang- terdiii-J"ti Sekretariat Daerah' Sekretariat

DPRD, Badan 
'Oi"l",:fnspektorat' 

Kantor' . 
Rumah Sakit Umum

Daerah, X""*rirrr, 'd;' f"fur"fr"n di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Katingan;
iiilJ; adalah r.?"r" unit Layanan pengadaan Barang/Jasa;
pengadaan U"r""!lj"* p"*"tit t*f, yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan b";;;7j;"; a{alah 
- 
kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa ot"t "t"menterian/lembaga/satuan kerja perangkat

daerah/Instihrsi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan "**ri Ji*!i.J"*I"^-selurui kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa;
g. pengguna barang/jasa adalah Pejabat Pemegang Kewenangan

penggunaan t;il dan/atau-Jasa n'rititt Negara/Daerah di Lingkup

Pemirintah KabuPaten Katingan; ,.
g. Pengguna Anggaran ymg *ttl*tl'3t'ttty" 91::blt PA adalah Pejabat yang

ditetapkan oiEn eupati y?rg memiliki. kewenangan penggunaan'

arlggaran ;;k melaksanakai tugas p"I* dan fungsi SKPD yang

dipErpinnya dengan menggunakan APBN IAPBD ;

10. Kuasa Pengguna Anggaran ,'"* selanjutnya disebut KPA adalah

pejabat yang ditetapkan oter, eipati atas usul PA, yang memiliki

kewenansan penssunaan "nes** ""|II3:J*=TIT,':9"" 
pokok

dan fungsi SKpD yang *"rgfr.rakan APBN/APBD sesuai pelimpahan

oleh PA;
ll.PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisebutPPKadalah

pejabat yang bertanggung"*aE atal pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Katingan, yang selanjutnya disingkai ULP adalah unit yang bertugas

menyelensg;;k I1 sdluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Katingan ;

13. Kelompok xerja unit l,ayanan_ felsadaan Barang/Jasa yang

selanjutny" 
- 
ii""urrt pokja adatah kelompok keda yang anggota-

anggotanya merupakan anggota .Pit layanan pengadaan dan dari
pegawai Negeri Sipil yrog?"miliki sertifikat keahlian pengadaan

bianglj""u." p"*erintah, v"rrg diangkat oleh Bupati delgan tugas

secara kl:usus melaksanrd" p"*itfturt penyedia barang/jasa

pemerintah Kabupaten Katingarti
l4.Layxran pengadaan """*" 

elektronik Kabupaten Katingan yang

selanjutnya di singkat LPSE adalah unit Kerja yang dibentuk oleh

Bupati untuk minyelenggarakan StEf pelayanan pengadaan

barcnglja.sa- 
- 

"""rri. 
el&tronit< (LPSE) dan memfasilitasi

Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instihrsi lainnya

kepada Portal Pengadaan nasional;
tS. fenyedia barang/jlsa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yangmenyediakanbarxrylpekerjaankonstruksi/jasa
konsultansi /j asa lainnYa;

16. Fakta lntegriias adalah surat pernyataan yang berisi iF* untuk

mencegah dan tidak melakukan'kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

dalam 
"pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

t1.Barang "aJJ *.ti"p u"enda baik ueiiru.iua maupun tidak berwujud,

bergerakmaupuntidakbergerak,yTgdapatdalamberbagaibentuk
dan urai"", ;;; dapat diplrdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh pengguna barang;

6.
7.



1g. pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

denganpelaksanaankonstruksibangunanatau-pembuatanwujud
fisik lainnYa;

l.g.JasaKonsultansiadalahjasa-8y,,'*professionalyang
membutuhkan keahlian tertentu ai berbagai bidang keilmuan yang

**ttgot"*akan adanya olah pikir (brai:rware) ;

2o.Jasalainnyaadalahjasayangmemb.utuhke'n.k"*"*.l:antertentu
y{Lgmengutamakan keterampi:tan {skillware} dalam suatu sistem tata

kelola yang A"h dikenal luas didLnia usaha untuk menyelesaikan

suatu perkerjaan atau segara pe*l;q" dan/atau penyedia jasa selain

jasa konsultLsi, pelaksan# p;i"rjaan konstruksi dan pengadaan

z r. 3ffi3r, keahrian pengadaan _barangljasa adalah tanda bukti

pengalm"" J;;;"**i"tit, atas kompetensi dan kemampuan profesi

di bidang pengadaan urr""e7i;;" p+erintah yang diperoleh melalui

ujian sertifikaJi keahlian p"ttila""" barangl iasa nasional;

22. pemilih*, p;;;&" fu;s/-j-; adal{r kegiatan untuk menetapkan

penyedia barang/jasa q*d- "k"" 
ditunjuk untuk melaksanakan

i"6tj *rn pemerintatr Kabupaten Katingan;

23. Dokumen F;;;Ae; adalah dokumen yang ditetaqk-an oleh Unit

Layxranp.";;;;/ r!"j"U"t yang memult informasi dan ketentuan

yang hrro"" ditaati of"f, 
-p*" 

f,inrf. dalam proses pengadaan

barang/jasa;
24.Pengad"* """rr" 

elektronik atau e-procurement adalah Pengadaan

barang/jasayangdilaksanakandenganmenggunakanteknologi
informasi d;- tansaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

Perundang-Undangan'

BAB II
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,RUANGLINGKUP,

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagtan Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang lebih

terintegritasi *t"r"terpadu sesuai dengan tata nilai Pengadaan serta

meningkatkan "J"*i"rr*i, 
efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan

akuntabilitas dalam pelaksan"*'p""g*4.* barang/jasa pemerintah'

dibentuk ULP Pemerintah Kabupaten Katingan'

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2, secara administrasi melekat

pada Bagran ff;; Pengadaan dan bertanggungiawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah'

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup, Tfrgas dan Kewenangan

Pasal 4

Ruang Lingkqp ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa

melalui p"r,y"di" baranglja"* yut g pembiayaan sebagai atau seluruhnya



pelanggaranlainnyauntukd"ikenakansanksipencantumandalam
daftar hitam; dan

f. memberil."r, "urrt 
si administrasi kepada penyedia barxtgliasa yang

melakukan p"rrrgg*an, perbuatan Lt"r, tindakan sebagaimana yang

berlaku dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan

barang/jr'"" f"*rintah beserta petunjuk teknis lainnya'

(1)

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Struktur Organisasi ULP terdiri dari :

a. KePala;
b. Sekretariat;
c. KelomPok Kerja;
d. Staf Pendukung.
Bagan struktur 

-organisasi ulp sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan satu kesatu"t arl1 menjadi bagran tidak

Gipi*at t un.dari Peraturan Bupati ini;
pengisian Jabatan dalam Stnitiur organisasi-sebagaimErna dimaksud

p"Ji 
"V"t 

(1) disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi'

(21

(3)

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 8

(1)KepalaULPsebagaimanadimaksudpadaPasalTayat(1)hurufa,
secara 

"*-orn"io 
?i3*u*t oteh Kepala Biro/Bagian/subbagian pada

Bagran f,ayanan Perigadaan Sekretariat Daerah dan bertanggungfawab

t .f,"a"p p"r"r.""rr"i t 
"gi"tan 

teknis dan administrasi ULP;

(2)Kepalasebagaimanadimaksudpadaayat(1)'mempunyaitrrgaspokok
dan kewenangall :

a. memimpifr aan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. men5rusun program kerja dan anggaran ULP;

c. *"rg.*"*i'selir.ruh kegiatan pei[adaan batxrgljasa di ULP dan

melaporkanapabilaadap"''yi*p"',g.,,dan/atauindikasi
penYimPangan;

d. membuat liporan pertanggungiawabal atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan brt",tg/jasa kepada Bupati;
e. melaksan"k"" plrig"*Uangan dan pembinaan sumber daya

manusia ULP;
f. menrrgaskan/menetapkan/memindahfy anggota Pokja sesuai

dengair beban kerja masing-masing nokja ULP;

g. mengusulkan p"""*ptt"i / pemindahan I pemberhentian

anggora;.kj" ur,p kepada 
'gupati apabila terbukti melakukan

petanggaran 
"Peratu,a,, Pe'undarrg-Undangan dan / atau KKN ;

h. *"rryo".r1 dan melaksanakan ltrategi pengadaan barang/jasa

ULP; dan
i. *",,g.,"*,1kan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.



Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana. dimaksud pada--Pasal 7 ayat (1) huruf b'

dipimpin of"tr iekretaris, 
-*."*" 

tx-officio dijabat oleh Kepala

Bagian/Kepi" sruu*grrn di Bagian Layanan Pengadaan sekretariat

Daerah .

(2)Sekretaiat,sebagaimanadimaksudpadaayat(1)'mempunyaitugas
pokok dan kewenangan :

a. *"t*u*J* p"engelolaan urusan keuangan, kepegawaian ' tata

p"r"rr"* J"" p"iraon mentasian, s*ran" dan prasarana, dan

rlmah tangga;
b. menyiapkaidokumen pendukung dln informasi yang dibutuhkan

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa;

c. mengkoordinasikan peiaksataan pemilihan penyedia barang/jasa

y"t iaiUtsanakan oleh Kelompok Kerja;

d. menyediakan dan mengelola' sistern- informasi yang digunakan

dalam pelaksanaan Pengadaan Earang/ Jasa;

e. mengagendakan dan mengkoordin"*ik"t, pengaduan masyarakat;

f.mengagendakandan-mengkoordinasikansanggahanyang
disamp-aikan oleh penyedia baran g I jasai

g. melakukan pemantauan dan Jvatuasi terhadap pelaksanaan

Pengadaan BiaranglJasa di ULP;

h. men5nrsun progtam kerja dan anggaran ULP;

i. menyiapkan slurat feprf" ULP intuk penerbitan SPPBJ oleh

PA/KPA;
j.membuatlaporanSecaraperiodik-atashasilpelaksanaanJ.rengadaanBaranglJaSayangdilaksanakanolehULP;

k. menyiapkan pusat daL -untut< mendukung evaluasi dari

aaraneiia'sa terkait Spesifikasi dan HPS;

1. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan

Pengadaan F,arang I J""" 
"""ara 

elektronik (e-proatrementl;

m. mengtoordinasikan tenaga ahli dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa;
n.menerimadanmembanhrpenyelesaianpengaduan;dan
o. membantu penyelesaian sanggahan banding'

Bagian KeemPat
KelomPok Kerja

Pasal 1O

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c'

terdiri dari
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(2)KelompokKedasebagaimanadimaksudpadaayat(1)mempunyai'-' t g"" melaksanakan pioses pemilihan pengadaan barang/jasa;

(3) Tugas Pokok Kelompok Kerja ULP meliP|li :

a. men]rusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

b. menetaPkan dokumen Pengadaan:
c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;



d.menyusunjadwaldanmenetapkancarapelaksanaansertalokasi

e. 'riffifffffiur" rencana seturuh pengadaan di utebsite portal

pengadaan nasional;
f. il"rig"*r*k"" pengadaan barang/jasa dipapan pengumuman

resmi untuk penerangan Llmum serta menyarnp*kq ke LPSE

untuk air*rr,o'f.",' di itteb site portal pe-nqadaan nasional ;

g. menilai kualifikasi penyedil m"lut ri pascakualifikasi atau

prakrlaljfikasi; ,icrrqcri reknis hadap
h.melakukan-"uat,a"iadministrasi,teknisdanhargater.

penawararl Yang masuk;
i. menjawab sanggahan;
j. *"tt"t"Pkan Pemenang untuk :

1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan

uarang/peterjd r.orr"trur.si/jaJa hinnya yang bernilai paling

tioggr ni. ,O.i.OO0.OOO.OOO.OO;- (seratus milliard rupiah); atau

2. Seleksi ;t * penunjukan langsung untuk paket _pengadaan
jasa konsdLnsi 

- yang o"rqnT paling tinggr Rp.

I 0.000.000. 000'00,- (sLpduh milliard rupiahl

k. menyamp"ik; hasit p"ou1r.r, dan salinan dotcumen pemilihan

penYedia barangljasa kePada PPK;

f. ir"rryi*p"rr-aoriii""" t"ii pemilihan penyedia barang/jasa;

m. menyamparkan berita ""**rrrsil 
peGlangan kepada PPK melalui

KepalaULP; r r- r,^-^1^ rrrD na
n. memberi a.ata, dan informasi kepada Kepala ULP mengenar

penyedia barang/jasa ,"* *"llk'k"' perbuatan seperti

penipuan, pemalslu.t' d"t'-pelanggaran-lainnya; dan 
r

o. mengusulkan- tarrtuan tim T efnis da*/atau Tim ahli kepada

Kepala ULP;
p. menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa'

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Po$a

ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan

keputusan yang ditetapkan birdasarkan suara terbanyak;

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

tenagaahliyangberstatusAparaturSipilNeg"'"(ASN)yulgmemiliki
keahlian/kualifii;si yang diperlukan aa** pengadaan -barang/jasa
dan bertansg""gi";"u t#rr"a"p pelaksanaan pengadaan barangl jasa;

Dalam hal pengadaan barmgliasa _bersifat khusus danl ata1u

memerlukan keahian khusus eokja ULP dapat menggunakan tenaga

ahli yang berasal dari ASN atau swasta;

Bagian Kelima
Staf Pendtrkung

Pasal 11

(U Staf Pendukung sebagaimana dimak"ll 1g:* Pasal 7 ayat (1) huruf

d, berasal aari-eSp ?i Ungtcungan pem911tah kabupaten Katingan

dan bertugas membantu ULP Pe;erintatr Kabupaten Katingan'

(2) Staf r"rarr.orrg 
-sebagaiT"r; dimaksud p-"a, ayat (1) berhak

mendapatkan jenjang karir struktural *",p"t' fungsional sesuai

kemampuan dan d"tt[* memperhatikan beban kerja'

(4)

(5)

(6)



BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1)KepalaULP/AnggotaULPharusmemenuhipersyaratansebagai
berikut ,-^^-^1 ri-i^rin r{an tb dalama. memiliki integritas moral' disiplin dan tanggung Jawa

melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memayam;i;='pekerTaa,- tertentu ya'.g menjadi tugas ULP yang

bersangkutan;
d. memahami isi dokumen pengadaan f metode dan prosedur

pengadaan;
e. tidak ,r[ip.rrry"i hubungan keruarga dengan pejabat yang

mengangkat dan menetapkan sebagai angqota ULP;

f. memiliki sertilikat tearriian p"rrgld""n- barffisljasa pemerintah

sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

g. menandatangani fakta integritas'

(2) persyaratan sertifikat keahlian pengadaan.barang/jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) 1r"."fi iapat dikecualikan untuk Kepala

ULP.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagran Kesatu
Para Pihak
Pasal 13

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

yang dilaksanakan oleh ULP, meliputi :

a. PA/KPA;
b. PPK;
c. Unit LaYanan Pengadaan; dan
d. Penyedia barang/jasa'

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 1"4

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui ULP' tetap

*."gif."ti mekani*-. dan proledur yang berpedomT p"t Peraturan

perundang-Undangan yang mengatui tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Pasal 15

ulp wajib berkoord.inasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit

kerja/SKPDyangakanmgryanfaatkanbarxry/jasayangdiadakan
dan unit kerja/SKPD terkait lainnya;
uip *":iu b;rkoordinasi dan menjalin kerja dengan LKPP.

(1)

(21



Pasal L6

Hubungan kerja ULP dengan SK?D meliputi :

a.menyampaikanlaporanperiodiktentangperkembanganpelaksanaan
pengadaarti ,---^--1+^^i da-a'.4r neriodik denganb. ilerigadakan konsultasi secara periodik atau sesual

kebutuhan datam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam

proses Pengadaan barang/jasa;
c. memberikan pedoman dan-petunjuk kepada SKPD dalam pen)rusunan

rencana Pengadaan bar:aflsliasa; dan

d. melaksan"f.i"-p"aoman 
"iu, p"_ty.j* pengendalian pelaksanaan

p""g"a""tt iuangliasa yang diberikan Bupati'

Pasal 17

Hubungan kerja ULP dengan LKPP meliputi :

a. penyampaian- t*por"i hasil pelaksan"T. pengadaan barang/jasa

sesuai dengan p"ho*u' yang ditetagkan oleh LKPP;

b. konsultasi sesuai dengan ?ebutu'han, dalam rangka penyelesaian

persoalan ,""U O";1d dahm proses pengadaan barang/jasa;

c. Loordina"i a"6* pelaksanaan tugasnya; dan

d. penyampaian masukan untuk petu*usrn strategi dan kebdakan

pengadaan barang/j asa;

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretariat dan

Kelompok rerjatlP, waji6 *"""i"pkan priffi koordinasi' integritas dan

sinkronisasi baik dru* lingkungan masing-masing maupun antara

Satrran Organisasi Lingk*p pemeriitah Kabuplten Katingan serta diluar

Pemerintah KabuPaten Katingan;

Pasal 19

Larangan Bagr Anggota Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Anggota ULP dilarang duduk sebagai :

a. PPK;
b. Pengelola Keuangan;
c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat

pengadaaniieg"^ ulp untuk pengadaan Barang/Jasa yang

dibutuhkan InstansinYa'

BAB VI
TUNJANGAN PROFESI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2O

ASN yang ditugaskan di uLP berhak menerima tunjangan profesi yang

besarnya """r.,"iG**puan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan;



Pasal 21

Semuabiayayangtimbuldalamrangkapembentukandanpengelolaan
ULp dibebankan pada Anggaran-p""Jip"t"" autt Belanja Daerah melalui

Sekretariat Daerah pada Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran berkenaan'

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini 
- 
maka Peraturan Bupati

Katingan Nomor 
" 1 Tahun 2OL4 ientang Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita- daerah.Kabupaten

Katingan Tahun 2Ol4 Nomor f COl aicaUut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 23

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang daplt mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 8-56'"'6er-2o1 6

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8-$uvcaber-2o16

S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR 

'17

AHMAD YANTENGLIE



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

; 'A-f**XHn33,lE*,4. iBMEBNTUKAN UNIT I,AYANAN

BARANG/JASA PEMERINTAH DI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PENGADAAN
LINGKUNGAN

BAGAN STRUKTUR DAN ORGANISASI

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

H. AHMAD YANTENGLIE


